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1.1. Latar Belakang

Era otonomi di daerah yang berlangsung di Indonesia ditandai mulai
berlakunnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah. Setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah ini menimbulkan
perubahan yang besar terhadap struktur dan tata laksana pemerintahan pada tiap-
tiap daerah di Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan untuk mencapai tata
kelola pemerintahan yang baik adalah terciptanya transparansi pengelolaan
keuangan di organisasi-organisasi yang ada di dalam pemerintahan (Johaness,
2013).

Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektifitas kebijakan otonomi
daerah tersebut, dilakukan penyempurnaan kebijakan melalui dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan
Pusat dan Daerah, kedua undang-undang menjelaskan konsep otonomi daerah,
akuntanbilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di tiap provinsi dan
kabupaten/kota di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Namun untuk sebagian daerah, otonomi daerah tentu disambut baik oleh



sejumlah kekayaan alam yang sangat melimpah, akan tetapi disebagian daerah
dengan potensi sumber daya alam terbatas tentu otonomi juga menjadi sebuah
pekerjaan rumah yang sangat berat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan-
kepentingan dan aspirasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah
diharapkan dapat : (1) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber
daya daerah, (2) meningkatkat kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan
rakyat, (3) membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut
berpartisipasipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2010).

Di Indonesia, transparansi akan pengelolaan keuangan masih sangat
minimal sekali, itu dikarenakan sebagian besar pemerintahan daerah masih lebih
menitikberatkan segala pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada rakyat
luas. (Mardiasmo,2006) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pemerintah
daerah yang terjadi saat ini seharusnya lebih bersifat horizontal, yang dimana
pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap DPRD dan pada rakyat luas. Akan
tetapi dalam praktiknya tidak terjadi keseimbangan informasi mengenai
pertanggungjawaban pengelolaan dana, sehingga hak rakyat untuk mengetahui
(transparansi) mengenai pengelolaan tidak terpenuhi.

Untuk dapat bisa menciptakan tata pengelolaan pemerintah dengan baik,
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tentu dapat dibantu oleh

tenaga akuntan yang berkualitas. Harus dilengkapi dengan nilai transparansi yang



tinggi didalam penyusunan pengelolaan hingga evaluasi terhadap implementasi
keuangan.

Di wilayah Kudus, mantan kadinas ESDM Kudus dipecat, mantan kepala
dinas bina marga pengairan dan energy sumber daya mineral (BMPESDM)
Kabupaten Kudus, Arumdyah Lienawati akhirnya dipecat sebagai pegawai negeri
sipil (PNS). Pemberhentian dengan tidak hormat ini karena yang bersangkutan
sebelumnya terjerat kasus korupsi normalisasi dan perbaikan sungai Gelis, di
Dukuh Kauman Desa Besito, Kecamatan Gebog yang merugikan keuangan
Negara hingga Rp 210 juta. Kabid pegawaian pada badan kepegawaian daerah
(BKD) Kabupaten Kudus Trinugroho mengatakan pemberhentian dengan tidak
hormat Arumdyah Lienawati dari PNS ini resmi setelah pihaknya menerima surat
keputusan Gubernur Jawa Tengah bernomor 885/103/2013 tertanggal 25 Maret
2013 (Sindonews.com).

Faktor pertama yang mendukung adanya transparansi pelaporan keuangan
adalah tekanan eksternal. Tekanan eksternal yang berasal dari luar organisasi
yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, peraturan ini ditunjukkan
untuk mengatur praktik yang ada agar dapat menjadi lebih baik lagi (Ridha,
2012). Tetapi dalam praktiknya peraturan daerah tersebut masih sangat sulit
untuk diterapkan oleh pemerintah daerah, terutama pada Organisasi Perangkat
Daerah sebagai level pelaksana. Dapat dikatakan sebagai dorongan atau
penolakan dilaksanakannya kebijakan yang berasal dari luar perusahaan, seperti
dukungan atau penolakan dari masyarakat ataupun larangan dari pemerintah

dalam membentuk peraturan dan norma yang berlaku dimasyarakat sekitar.



Tekanan eksternal ini selalu terhubung dengan lingkungan di sekitar organisasi,
membuat seluruh anggota organisasi untuk melaksanakan proses kegiatan
operasional dengan semestinya. Proses dilakukan dengan lebih terbuka lagi
seperti dengan mengunakan tenaga auditor ekternal bersifat independen, proses
tersebut berhasil dilaksanakan dan mengalami peningkatan atas transparansi
pelaporan keuangan (Dewi, 2015).

Faktor kedua yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan
keuangan adalah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan faktor
yang menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi
organisasi dengan lingkungan, didalam teori institusional organisasi ditekan
untuk menjadi semakin sama dikarenakan kendala lingkungan (Ridha, 2012)

Faktor ketiga yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan
keuangan adalah komitmen manajemen. Komitmen manajemen Noprizal (2017)
telah menjelaskan komitmen manajemen sebagai suatu keadaan dimana individu
memihak organisasi serta tujuan dan keinginannya mempertahankan
keanggotaannya didalam organisasi.

Faktor keempat yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan
keuangan adalah pengendalian internal bagian dari sistem yang digunakan untuk
prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau bisa disebut organisasi
tertentu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang telah
menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi guna

untuk mengurangi kejadian tersebut.



Faktor kelima yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan
keuangan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kegiatan pengendalian
dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik, evaluasi kinerja dilakukan untuk
dapat menilai sejauh mana pencapaian hasil-hasil serta bagaimana cara-cara
untuk dapat mencapainya.

Adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif yang
sangat luas dan dapat merugikan masyarakat, dampak negatif yang akan timbul
dikarenakan tidak adanya transparansi adalah dapat menimbulkan distorsi dalam
alokasi sumber daya yang dapat memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Menyuburkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
Tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi yaitu sebesar 3,0 (dengan
kisaran 0 sampai 10). Hal ini dapat dijadikan salah satu gambaran penerapan
transparansi pelaporan keuangan di Indonesia masih sangat rendah.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak yang meneliti tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi. Penelitian yang dilakukan oleh
Noprizal (2017) yang meneliti tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian
lingkungan, komitmen manajemen dan sistem pengendalian pemerintah terhadap
penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang hasil semua
variabel yang telah diuji berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi
pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lain tentang transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan
olen Amelia AS (2015) atas transparansi pelaporan keuangan dengan
menggunakan variabel pengendalian internal, akuntabilitas, tekanan eksternal dan

komitmen pimpinan menunjukan adanya pengaruh positif yang signifikan. Hal



itu menunjukan untuk mencapai sistem pengelolaan keuangan yang lebih
transparan, sebagai pemerintah daerah yang ada dapat menyelenggarakan kegiatan
pengendalian atas keseluruhan kegiatan Instansi Pemerintah. Mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dan
dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Tuntutan dari
pihak luar kepada pemerintah untuk memberikan informasi secara terbuka hal itu
juga mempunyai peranan yang penting terhadap transparansi pelaporan keuangan.
Beberapa penelitian terdahulu menunjukan hasil yang tidak konsisten,
sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang transparansi
pelaporan keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang
dilakukan oleh Noprizal (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya adalah pertama penelitian Noprizal (2017) yang dilakukan di
Kabupaten Indragiri sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus.
Perbedaan kedua ditambahkannya variabel akuntabilitas. Penambahan variabel
akuntabilitas ini, karena untuk mengungkapkan pencapain kewajiban dalam
melaksanakan beberapa hal seperti memajukan dan mengembangkan daya saing
daerah, melaksanakan prinsip pemerintah yang baik dan bersih serta dapat
melaksanakan pertanggungjawaban untuk pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul :
“Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan,
Komitmen Manajemen, Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Terhadap
Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi empiris pada OPD

Kabupaten Kudus)”



1.2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Objek penelitian adalah OPD Kabupaten Kudus
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Variabel dependen: penerapan transparansi pelaporan keuangan
b. Variabel independen: tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan,

komitmen manajemen, pengendalian internal, dan akuntabilitas.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka persoalan penelitian dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi
pelaporan keuangan?

2. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan
transparansi pelaporan keuangan?

3. Apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan
transparansi pelaporan keuangan?

4. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan
transparansi pelaporan keuangan?

5. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi

pelaporan keuangan?



1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tekanan eksternal yang berpengaruh
terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2. Untuk menganalisis ketidakpastian lingkungan yang berpengaruh
terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

3. Untuk menganalisis komitmen manajemen yang berpengaruh terhadap
penerapan transparansi pelaporan keuangan.

4. Untuk menganalisis pengendalian internal yang berpengaruh terhadap
penerapan transparansi pelaporan keuangan.

5. Untuk menganalisis akuntabilitas yang berpengaruh terhadap penerapan

transparansi pelaporan keuangan.

1.5. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi:
1.Bagi Instansi Pemerintah
Hasil peneltian ini selanjutnya dapat dijadikan masukan pihak instansi
pemerintah atau regulator khususnya mengenai transparansi pelaporan
keuangan dan penerapannya, serta pengarunya terhadap pemerintah

daerah untuk kedepannya.



2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber acuan dan dapat menjadi
referensi untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan

penelitian terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan.



